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Amidst the low levels of public trust in public institutions in Indonesia,
especially law enforcement agencies, bottom-up monitoring conducted by
Indonesian netizens offers new hope for a better democracy. This study
examines the forms of bottom-up monitoring, also known as sousveillance, in
the context of digital democracy in Indonesia and evaluates their
effectiveness in correcting legal violations and promoting justice in society.
This study uses a qualitative method. Data was collected through
documentation and interviews. Documentation data is analyzed
chronologically. The results of the study found that forms of supervision from
below or sousveillance provide alternatives and hope for digital democracy
in Indonesia. The cases analyzed in this study show how sousveillance is able
to correct abuses of power thereby encouraging accountability of public
officials and the bureaucracy. Through the use of smartphones and social
media, netizens are able to actively participate in supervising public officials.
These forms of oversight need to be encouraged in the future to promote a
better digital democracy in Indonesia.

PENDAHULUAN

Nugroho & Syarief, 2012; Saud & Margono,

Para peneliti mengenai demokrasi
digital di Indonesia umumnya berada dalam
dua kubu. Kubu pertama melihat secara
lebih optimis kontribusi media digital bagi
demokrasi. Para peneliti dalam kubu ini
melihat bahwa media digital positif bagi
demokrasi karena mendorong partisipasi
dalam ruang publik baru di luar kontrol
negara (Gazali, 2014; Hill & Sen, 2000;

2021; Tapsell, 2019). Sebaliknya, para
peneliti di kubu kedua lebih pesimis dalam
melihat kontribusi media digital dalam
demokrasi di Indonesia. Hal itu terutama
disebabkan oleh kemampuan media digital
dalam menciptakan ancaman baru bagi
demokrasi seperti menyebarnya hoax dan
disinformasi (Nurhayati & Suryadi, 2017;

Utami, 2019) serta munculnya kontrol baru
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dari otoritas politik, netizen dan juga
perusahaan yang mengancam demokrasi
(Masduki, 2022; Saputra, 2021; Sudibyo,
2019). Ini mewujud di antaranya dalam
bentuk doxing, online trolling, surveillance,
dan manipulasi informasi (Masduki, 2022).
Media baru adalah fenomena yang
kompleks,
didekati
Kerangka kerja yang digunakan untuk
juga
hasilnya

dan karenanya tidak dapat

dengan satu sudut pandang.

menganalisis  kontribusi teknologi

penting karena menentukan
(Kneuer, 2016). Ini juga mencakup usaha
untuk menjawab pertanyaan: apakah media
baru menciptakan bentuk-bentuk
pengawasan baru, baik pengawasan yang
dilakukan dari atas (pemegang kekuasaan)
atau dari bawah (masyarakat yang
seharusnya diawasi)?

Pada satu sisi, media baru memang
menciptakan bentuk-bentuk baru
pengawasan  sebagaimana
Masduki (2022), Sudibyo (2019) dan

Barassi (2020). Model pengawasan baru itu

ditunjukkan

dikerjakan oleh perusahaan atau pemerintah
dalam bentuk, misalnya, data surveillance
(Sudibyo, 2019). Namun, media digital juga
menciptakan
(Thumim & Chouliaraki, 2010) dan counter-

surveillance atau sering disebut sebagai

ruang bagi public sphere

sousveillance (Ataman & Coban, 2018;
Ceccato, 2019).

Public sphere digital merujuk pada
“ruang virtual” yang disediakan oleh media
digital yang berada di antara negara dan
1990; Habermas, 2007,
Stevenson, 1994). Dalam public sphere itu,

pasar (Fraser,

netizen dapat berdebat secara rasional
mengenai masalah-masalah publik,
sekaligus mendorong gerakan sosial
(McGuigan, 2005). Sementara itu, sifat
partisipatif media digital juga
memungkinkannya untuk menyediakan
ruang bagi hadirnya suatu  bentuk

pengawasan dari bawah (sousveillance).

Sousveillance  adalah  konsep  yang
digunakan oleh Steve Mann untuk
menggambarkan ~ keadaan = masyarakat

teknologi modern ketika seseorang dapat
mengambil foto atau video dari seseorang
atau peristiwa apapun untuk disebarkan ke
seluruh dunia (Ganascia, 2010).

Steve Mann (2017) mengemukakan
berbeda
Jika yang Kkedua

bahwa sousveillance dengan
lebih

menekankan pada sifat pengawasan dari atas

surveillance.

(oversight) oleh orang-orang yang memiliki

kekuasaan (perusahaan dan

politik),

pemegang

yang
sebaliknya. Sousveillance dilakukan dari

otoritas maka kedua
bawah (undersight), dan dilakukan oleh
orang-orang yang seharusnya diawasi
terhadap orang-orang yang mengawasi. Jika
surveillance berhubungan dengan big data

(Mann, 2017) sehingga pelakunya seringkali
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adalah negara atau perusahaan-perusahaan
besar, sedangkan sousveillance dilakukan
oleh orang-orang yang seharusnya diawasi.

Di era  demokrasi digital,
pengawasan dari bawah ini memegang peran
peran dalam mendorong akuntabilitas
pemegang kuasa, baik kekuasaan politik
(pemerintah) maupun perusahaan. Ini karena
demokrasi  digital atau
(Dahlberg, 2011; Kneuer, 2016) mempunyai

elemen penting, yakni e-monitoring. E-

e-democracy

monitoring terjadi ketika warga negara tidak
hanya memperoleh pengetahuan lebih baik
atas perkembangan yang tidak diiinginkan,

tetapi juga mempunyai suara yang lebih kuat

untuk  mengungkapkan  kekhawatiran
(Kneuer, 2016).
Demokrasi digital adalah sarana

untuk memperluas partisipasi warga negara
(Schlosberg & Dryzek, 2002). Berg &
Hofmann (2021) mengemukakan bahwa
teknologi digital telah mengubah demokrasi
dalam empat domain, yakni peran
pemerintah dan warga negara, ruang publik,
hubungan antara dominasi dan representasi,
dan isu-isu dominasi dan hak. Pada domain
pertama, demokrasi digital telah mendorong
suatu pemerintahan dan demokrasi yang
lebih terbuka sehingga kebijakan menjadi
lebih responsif dan transparan. Transparansi
akan mendorong akuntabilitas.

Ruang publik juga mengalami

transformasi. Ruang publik digital tidak lagi

sekadar memuat perdebatan rasional di
antara warga negara mengenai masalah-
masalah publik, tetapi juga mendiversifikasi
fungsi pengawas (Berg & Hofmann, 2021).
Fungsi pengawasan (watchdog function)
kini dilaksanakan oleh anggota-anggota
masyarakat dan kelompok yang beragam
seperti aktivis teknologi sipil, media akar
rumput dan juga “ influencer”.

Penelitian ini memfokuskan pada
diversifikasi aktor pengawas tersebut
dengan menekankan pada aktivitas netizen
untuk melakukan pengawasan terhadap
pemegang kuasa. Di Indonesia, ini dapat
disaksikan dalam kasus-kasus seperti
selebgram Rachel Vennya, kekerasan yang

dilakukan aparat baik aparatur sipil negara

(ASN), TNI/Polri, elit politik ataupun
pejabat pemerintahan lainnya. Rachel
Vennya menjadi bagian penting
sousveillance karena melibatkan

penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak
kasus, pengawasan netizen ini efektif dalam
mengoreksi  penyalahgunaan (abuse of
power) yang dilakukan oleh aparat ataupun
anggota dan kelompok masyarakat yang
memiliki kuasa.

Bentuk-bentuk pengawasan dari

bawah ini menjadi harapan baru bagi

demokrasi di Indonesia di tengah indeks
kemerdekaan pers yang terus menurun. Jika
praktik-praktik ini terus berlangsung dan
memberikan  dampak

signifikan  bagi
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demokrasi dan transparansi, maka tidak
menutup kemungkinan bahwa demokrasi
digital yang didorong dari bawah ini akan
menggeser peran tradisional media massa
“watchdog” sistem demokrasi.

telah

sebagai
Media massa lama mengalami
kapitalisasi dan membangun aliansi politik
sehingga menciptakan bias liputan sehingga
menghalangi perannya sebagai wacthdog
dalam demokrasi (Heychael & Dhona, 2014;
Rianto et al., 2014; Siregar et al., 2014;
Souisa, 2020).

Di Indonesia, beberapa peneliti telah
memberikan perhatian terhadap arti penting

aktivitas demokrasi berbasis media digital.

Ross Tapsell (2019), Lim (2017) dan
Nugroho &  Syarief (2012) telah
menganalisis aktivisme digital dalam

konteks demokrasi di Indonesia. Tapsell dan
Lim fokus pada aktivisme digital dalam
mendorong  perubahan dan  melawan
kekuatan yang besar, sedangkan Nugroho
dan Syarief menganalisis bentuk-bentuk
pengorganisasian berbasis media baru yang
mempengaruhi proses politik. Fiona Suwana
(2020) dan Saud & Margono (2021)
mengkaji motif-motif dan partisipasi anak
muda dalam digital activisme. Masduki
(2021) memfokuskan pada bentuk kontrol
baru dalam politik digital di Indonesia.

Jauh sebelumnya, Hill dan Sen
(2000) mengkaji internet di Indonesia dalam

turut serta mendorong kejatuhan Rezim

Soeharto. Meskipun penetrasi internet belum
signifikan pada waktu itu, tapi mempunyai
andil yang sangat penting dalam mendorong
kejatuhan rezim. Media internet banyak
memberikan informasi alternatif di luar
media arus utama (mainstream).

Di antara penelitian tersebut, belum
ada yang memberikan perhatian pada
bentuk-bentuk pengawasan dari bawah
(sousveillance). Padahal, tema penelitian ini
telah banyak dikerjakan di negara-negara
lain (Ataman & Coban, 2018; Ceccato,
2019; Inoue, 2020; John W, 2015; Mohler et
al.,, 2022; Mortensen, 2014; Stahl &
Kaempf, 2019; Zuev & Bratchford, 2020).
Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan
konsep sousveillance untuk menjelaskan
fenomena “pengawasan”dari bawah yang
dilakukan netizen. Fokus perhatiannya pada
spontanitas netizen dalam mengunggah
gambar, video, dan liputan singkat di media
sosial. Sifat unggahan yang lebih bercorak
“realis” dan “objektif” ini memberikan
ruang kekuasaan yang jauh lebih besar
tindakan-tindakan

dalam  mengoreksi

melawan hukum oleh aparatur negara

ataupun public figure.

KAJIAN PUSTAKA
Metodologi

Penelitian ini fokus pada bentuk-
bentuk pengawasan dari bawah vyang

dilakukan netizen atau sering disebut
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sebagai  sousveillance.  Penelitian ini
menggunakan strategi netnografi. Dengan
mengadopsi strategi netnografi (Kozinets,
2015; Kozinets et al., 2014), penelitian ini
dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama,
peneliti mengumpulkan data dokumen dari
sumber-sumber daring seperti berita daring
dan media sosial

TikTok, juga

dikumpulkan dalam

(Facebook, Twitter,
Instagram). Data
rentang 2021-2022

dengan memfokuskan pada kasus-kasus

dan

pengawasan dari bawah (sousveillance).
Data yang dikumpulkan dalam bentuk
tulisan, gambar, status, dan data lain yang
Untuk

beberapa kata kunci digunakan seperti viral,

relevan. mengumpulkan  data,

Rachel Vennya, aparat*viral, kekerasan
aparat*viral, dan pungli. Selama 2021-2022,
ditemukan sepuluh kasus yang layak
dianalisis. Dari kesepuluh kasus tersebut,
tiga kasus dianalisis dalam penelitian ini.
Setelah ditemukan kasus-kasus yang
relevan, penggalian data dilakukan secara
lebih

kronologi kasusnya dengan menjawab kapan

mendalam  untuk  mengetahui
hal itu terjadi dan viral, siapa saja yang
terlibat, dan bagaimana akhir dari kasus?
Setiap kasus yang ditemukan, data dilacak
berdasarkan kronologinya. Kronologi ini
dibagi ke dalam tiga bagian, yakni awal
mula kasus, proses penanganan kasus, dan

akhir kasus.

Tahap kedua menyortir data yang
telah dikumpulkan berdasarkan kategori.
Penentuan kategori didasarkan pada pelaku
pelanggaran dan kelengkapan kasus. Suatu
kasus dikatakan lengkap jika informasinya
menjawab ketiga kronologi yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Tahap ketiga, menganalisis kasus.

Dasar pilihan kasus yang dianalisis adalah

kelengkapan informasi atas kasus. Ini
dilakukan untuk memudahkan peneliti
dalam  menganalisis  kasus.  Dengan

menganalisis kasus yang lengkap, peneliti
dapat menganalisis kronologi, aktor, dan
hasil-hasil pengawasan dari bawah dalam
mendorong transparansi dan akuntabilitas

demokrasi.

Kajian Konseptual

Sousveillance merujuk pada orang-
orang yang menggunakan teknologi digital
seperti telepon seluler dan piranti-piranti
komputing yang dapat dikenakan ke tubuh
untuk menyurvei polisi dan pihak-pihak
2014).
Sousveillance dianggap melemahkan model-

berwenang lainnya (Mortensen,
model panoptikon tradisional (Barker &
Jane, 2021). Suatu model pengawasan yang
dilakukan oleh para pemegang otoritas dan
perusahaan-perusahaan seperti CCTV di
supermarket, jalan raya ataupun mall.
Sousveillance justru melawan panoptikon

semacam itu, dan memunculkan apa yang
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disebut Ganastacia
(Ganascia, 2010).
Teknologi

sebagai catopticon

media baru telah
memberikan alternatif bagi warga negara
untuk melakukan pengawasan terhadap

kekuasaan.  Pengawasan  seperti  ini
dimungkinkan karena sifat partisipatif media
baru berbasis internet. Setiap orang dapat
mengambil gambar dan merekam suara
orang lain dan kemudian menyebarkannya
secara bebas di Internet (Ganascia, 2010).
Ini berbeda dengan era media massa.
Penyebaran informasi yang luas melalui
buku, surat kabar, radio, TV, film atau foto
adalah hak istimewa dari institusi yang kuat,
seperti
(Ganascia, 2010).

diatur pengawasan dari atas (surveillance),

negara atau perusahaan kaya

Jika era media massa

maka keadaan baru oleh pengawasan
(sousveillance) dari bawah bahkan ketika
pengawasan dari atas (surveillance) masih
ada. Dalam konteks ini, Ganascia (2010)
menyimpulkan, “sousveillance now plays a
dominant role in modern societies, which
influences the traditional political forms”.
Dalam pandangan Ganascia, pengawasan
dari bawah (sousveillance) akan membantu
mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan dan
melakukan pemeriksaan terhadap barang-

barang publik.

TEMUAN DAN DISKUSI

Data Penggunaan  Smartphone di
Indonesia
Munculnya  sousveillance  yang

dilakukan oleh warga negara tidak dapat

dilepaskan dari kehadiran smartphone.
Melalui smartphone, netizen dapat membuat
laporan atas pelanggaran kekuasaan yang
mungkin terjadi. Seringkali, laporan itu
bersifat live sehingga faktual dengan tingkat
kecepatan melebihi media konvensional.
Kemudian,
(Lister et al., 2009; Nasrullah, 2017; Van
Dijck, 2012, 2013a) memungkinkannya

untuk terhubung satu dengan lainnya untuk

sifat jaringan media sosial

menciptakan pesan viral.

Penggunaan telah
dimulai sejak 2011 ketika Android dan i0S
mengeluarkan yang
kemudian dikenal sebagai telepon pintar
(smartphone) (Adisty, 2022). Sejak itu,

smartphone mempunyai peran yang sangat

smartphone

teknologi  terbaru

penting dalam komunikasi manusia karena
menggabungkan beragam aplikasi dalam
satu perangkat. Melalui telepon pintar,
seorang pengguna tidak hanya dapat

memanfaatkan fungsi dasarnya, yakni
menyelenggarakan telepon dengan orang
lain yang secara geografis berjauhan, tetapi
juga menyelenggarakan aktivitas bermedia
lainnya, seperti menonton film, membuka
layanan media sosial, dan lain sebagainya.

Aktivitas tersebut dapat dilakukan karena
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smartphone sebagai perangkat telepon pintar
dilengkapi dengan beragam fitur seperti
akses ke internet (yang nantinya membuka
ke akses-akses sumber-sumber informasi
dan hiburan lainnya yang berlimpah),
kemampuan mengunduh aplikasi, dan sering
kali dilengkapi dengan keberadaan kamera
yang canggih. Pendeknya, smartphone
merupakan perangkat yang mempunyai
kemampuan layaknya komputer (Riyanto,
2021).

Di Indonesia, penggunaan telepon
pintar telah berkembang dengan pesat.
Kehadiran telepon pintar seperti BlackBerry,
IPhone dan gawai berbasis android di
Indonesia berkembang seiring
perkembangan layanan 3G komersial pada
awal 2000an. Pada 2014, teknologi 4 LTE
telah  semakin  berkembang sehingga
memungkinkan video call. Internet mulai
berkembang di tengah layanan 3G yang
mulai terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Mobile internet pun mulai berkembang di
Indonesia. Perkembangan ini seiring dengan
perkembangan layanan gim mobile populer,
termasuk HD TV, Video Conference, 3D
TV, dan fitur lainnya yang bisa diakses di
smartphone dengan internet super cepat
(Yoshio, 2022). Pada 2021, layanan 5G
mulai berkembang di Indonesia. Teknologi
ini sebagaimana dicatat Yoshio (2022) akan
memberikan layanan pertukaran data yang

lebih cepat dengan kapasitas yang lebih

besar dan latensi yang lebih rendah sehingga
jeda pengiriman data semakin singkat.
Berdasarkan laporan dari perusahaan
riset Data Reportal, pada Januari 2022,
jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di
Indonesia mencapai 270,1 juta. Jumlah
tersebut meningkat 13 juta atau 3,6 persen
dari periode yang sama di tahun sebelumnya
(Adisty, 2022). Dengan jumlah tersebut,
jumlah telepon pintar di Indonesia hampir
melebihi jumlah penduduk Indonesia. Pada
2022,
Indonesia dilaporkan 277.7 juta orang.
Penduduk laki-laki (50.3%) lebih banyak
dibandingkan dengan perempuan (49.7%).

Januari jumlah total penduduk

Penduduk yang hidup di daerah kota (urban
area) juga lebih banyak dibandingkan
dengan yang hidup di wilayah perdesaan
(rural area).

Besarnya pengguna smartphone juga
berbanding lurus dengan metode yang
digunakan untuk mengakses internet. Survei
APJII yang diselenggarakan selama Januari-
Februari 2022 menunjukkan bahwa metode
akses internet dengan menggunakan telepon
pintar merupakan yang paling besar
(77.64%). Selebihnya, menggunakan wifi
baik yang dipasang di tempat-tempat publik
maupun di rumah. Alasan paling banyak
yang dikemukakan oleh pengguna dalam
survei APJII adalah untuk mengakses media
termasuk  Facebook,

WhatsApp,

sosial Telegram,

Line, Twitter (98.02%),
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berita/informasi  (92.21%)),

layanan publik (84.90%), dan sebagainya.

mengakses

Indonesia juga masuk ke dalam

yang
masyarakatnya paling lama menghabiskan

kategori  negara di  dunia

waktu di smartphone. Sepanjang 2021,
orang Indonesia rata-rata menghabiskan 5,4
jam per hari di depan layar smartphone.
Angka ini naik cukup tajam dibanding dua
tahun sebelumnya. Pada 2019, 3,9 jam per
hari dihabiskan masyarakat Indonesia dalam
penggunaan smartphone, sedangkan di
2020, rata-rata 5 jam sehari. Dalam riset
tersebut, Indonesia, Brasil, dan Korea
Selatan menjadi tiga negara yang rata-rata
masyarakatnya menghabiskan waktu 5 jam
sehari  dalam
(Dewi, 2022).

Selain jumlah pengguna telepon

penggunaan smartphone

pintar yang besar, netizen Indonesia juga
menjadi salah satu yang paling aktif di
dunia. Pada 2013, dalam sebuah pidato
kebudayaan, Karlina Supeli, filsuf dan
astronom perempuan pertama Indonesia,
mengemukakan bahwa Jakarta adalah kota
dengan ciap-ciap tertinggi di dunia. Setiap
detiknya, terdapat 15 twit (Supeli, 2013).
Wartawan CNN, Sara Sidner, bahkan
mengemukakan jika orang-orang Indonesia
sangat tergila-gila dengan jejaring online.
Mereka men-cuit, mengirim pesan, dan

mengetik tidak hanya untuk bersenang-

senang, tetapi

perubahan (Lim, 2017).

juga untuk melakukan

Smartphone dan Praktik Pengawasan
dari Bawah: Beberapa Kasus

rentang 2020-2022,
banyak kasus yang dapat dikategorikan

Dalam ada

sebagai  sousveillance  dan  berhasil
mendorong akuntabilitas publik. Merujuk
Steve Mann (2017), pelaku pengawasan dari
bawah atau sousveillance adalah masyarakat
atau individu anggota masyarakat. Dalam
konteks masyarakat offline, mereka disebut
sebagai warga negara, sedangkan dalam
tipologi masyarakat online disebut sebagai
citizen atau warga net. Pengawasan terjadi
ketika, melalui teknologi telepon pintar
(smartphone), mereka mengambil foto atau
video untuk disebarkan ke seluruh
masyarakat di dunia. Selanjutnya, ketika
foto atau gambar yang mereka unggah ini
berhubungan  dengan  penyalahgunaan
kekuasaan atau pelanggaran hukum dan
kemudian viral maka sousveillance bekerja.
Namun, bentuk pengawasan semacam itu
tidak hanya dalam bentuk foto atau video,
tetapi bisa juga dalam bentuk teks atau twit
(sekarang X).

Tidak semua bentuk pengawasan
masyarakat  itu  berhasil.  Beberapa
pengawasan mengalami kegagalan karena
bebera sebab. Meskipun gagal, tindakan

sousveillance tersebut tetap penting karena
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menciptakan “fakta tandingan”. Ini terutama
jika berkaitan dengan kekuasaan yang
didukung oligarki media (Tapsell, 2019).
Oligarki
(Heychael & Dhona, 2014; Rianto et al.,
2014; Souisa, 2020), yang berakibat pada

menurunnya kualitas demokrasi. Di sisi lain,

menciptakan bias pemberitaan

media mainstream di daerah, sangat
bergantung pada sumber pendanaan
pemerintah  daerah  sehingga liputan

informatif dan tidak kritis (Lestaluhu, 2015).
Oleh karena itu, yang

ditopang keberadaan smartphone dan media

sousveillance
sosial memberikan harapan baru bagi
demokrasi digital di Indonesia. Pengawasan
dari bawah telah mendorong akuntabilitas
dan transparansi pemegang kekuasaan
karena pengawasan tersebut mengoreksi
penyalahagunaan kekuasaan yang masih

sering terjadi.

Kasus Kaburnya Rachel Vennya dari
Karantina di Wisma Atlet
Dari banyak kasus yang

dikumpulkan dalam penelitian, kasus Rachel
Vennya tampaknya yang paling intens
mendapatkan perhatian publik dan warga
net. Kasus ini diawali oleh Twit (sekarang
platform X) seseorang yang mengaku admin
yang bertugas memasukan data orang-orang
yang melakukan karantina di Wisma Atlet.
menuliskan

Dalam Twit-nya, la

kekesalannya karena Rachel VVennya dengan

mudah kabur dari karantina, dan hanya

melaksanakan karantina 3 hari dari
seharusnya delapan hari.
Twit tersebut segera menarik

perhatian netizen Indonesia yang dikenal
aktif. Netizen melacak keberadaan Rachel
Vennya setelah kabur dari Wisma Atlet
melalui unggahan di Instagram-nya. Netizen
mampu melacak kapan Rachel Vennya
kembali ke Indonesia, dan kapan aktivitas
selanjutnya sepulangnya dari New York.
Netizen menemukan Rachel Vennya berada
di Bali merayakan ulang tahun anaknya
ketika seharusnya masih di Wisma Atlet
untuk karantina.

Karena melibatkan artis Instagram,
kasus Rachel Vennya mempunyai nilai
berita tinggi. Ini  mendorong media
mainstream secara aktif memberitakan
kasus  tersebut, seperti kompas.com,
tempo.co, detik.com, cnnindonesinesia.com,
televisi, koran dan sebagainya. Oleh karena
itu, menjadi tidak mengherankan jika kasus
ini mengundang perhatian banyak pihak,
bukan saja netizen, tetapi juga para pejabat
publik, para ahli, dan artis. Kasus kaburnya
Rachel Vennya dari Wisma Atlet juga
menyeret banyak pihak, seperti pengelola
Wisma Atlet, aparat keamanan, Satgas
Covid 19, dan Kementerian Kesehatan.
Dalam persidangan, terungkap pula bahwa
kaburnya Rachel Vennya juga melibatkan

penyuapan terhadap petugas bandara. CNN
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mengabarkan bahwa Rachel Vennya harus

mengeluarkan uang Rp. 40 juta untuk
menyuap petugas bandara.
Komentar-komentar umum  atas

kaburnya Rachel Vennya menyebutkan
pentingnya ditegakkannya peraturan untuk
memenuhi  rasa keadilan masyarakat.
Komentar umum lainnya bahwa kaburnya
Rachel Vennya dari Wisma Atlet sebagai
tindakan yang tidak bertanggung jawab dan
membahayakan keselamatan orang lain.
Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya,
Profesor Zubairi, Ketua Satgas Covid 19
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menuliskan,
“Hal itu menempatkan risiko bagi
masyarakat. Apalagi jika Anda datang dari

negara berisiko super tinggi. Jangan merasa

punya privilese”.
Akhir kasus ini tidak begitu
menggembirakan  bagi  netizen  dan

masyarakat Indonesia. Hakim menyatakan
Rachel Vennya beserta kekasih dan
asistennya bersalah telah kabur dari
karantina. Mereka dijatuhi vonis masing-
masing 4 bulan penjara (Fadhil, 2021).
Namun, ketentuan hukuman tersebut tidak
perlu dijalani kecuali ketiganya melakukan
tindakan pidana sebelum waktu percobaan
selama 8 bulan berakhir. Selain itu,
ketiganya juga diwajibkan untuk membayar
denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1
bulan tidak

kurungan. Keputusan ini

melegakan sebagian masyarakat dan netizen

karena dirasa tidak adil.
Media mainstream seperti detik.com
menuliskan bahwa keputusan tersebut

adalah sebuah ironi. Rachel Vennya bukan
saja telah kabur dari kewajiban karantina,
tetapi juga terlibat kasus penyuapan yang
telah diakuinya. Namun, hakim memberikan
pertimbangan bahwa selama pemeriksaan
Rachel Vennya telah berlaku sopan, tidak
berbelit-belit  selama  pemeriksaan  di
persidangan, dan hasil tes negatif. Dengan
pertimbangan itu, Rachel Vennya dan kedua
temannya berhak mendapatkan keringanan
Netizen

hukuman. tidak puas dengan

keputusan tersebut. Beberapa komentar,
misalnya, menyatakan bahwa orang-orang
yang bersalah di pengadilan biasa bertindak
sopan. Dalam beberapa kasus, orang bahkan
menunjukkan  keshalehannya.  Namun,
pertimbangan-pertimbangan semacam ini
telah lama digunakan hakim dalam
memutuskan perkara.

Meskipun keputusan pengadilan
tidak memuaskan netizen Indonesia, tetapi
pengawasan dari bawah yang dilakukan oleh
masyarakat melalui unggahan di Twitter
telah menjadi  kontrol penting bagi
pelanggaran hukum dan penyalahgunaan
kekuasaan. Seandainya, tidak ada unggahan
yang menginformasikan bahwa Rachel
tidak

selebgram ini

Vennya menjalani  karantina,

mungkin  tidak perlu
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bertanggung jawab atas kesalahannya.
Namun, mencuatnya kasus tersebut bukan
saja

memaksannya untuk berhadapan

dengan hukum, tetapi juga kehilangan
followers-nya yang telah mencapai lebih 6
juta orang. Bagi serang selebgram,
kehilangan semacam ini mungkin jauh lebih
menyakitkan dibandingkan kehilangan uang
beberapa puluh juta atau dihukum beberapa

bulan.

Kasus-Kasus Aparat Berujung Sanksi

Selain kasus Rachel Vennya, ada
kasus-kasus mikro yang berhasil dalam
melakukan pengawasan dari bawah. Kasus-
kasus ini biasanya melibatkan aparat atau
alat negara seperti pegawai pemerintahan
(birokrat), aparat penegak hukum terutama
kepolisian, dan juga anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI).

Kasus pertama melibatkan kekerasan
dalam bentuk pemukulan yang dilakukan
oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap
perempuan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi
Selatan. Dalam kasus ASN ini, gambar
pelakunya bahkan beredar di media sosial.
Bupati Sinjai memberikan perhatian atas
peristiwa pemukulan tersebut, dan meminta
agar dilakukan pemeriksaan. Pegawai inipun
menjadi tersangka dan terancam hukuman
tiga tahun penjara.

Kasus lainnya berhubungan dengan

pungli yang dilakukan aparat kepolisian. Di

Indonesia, fenomena semacam ini telah

berlangsung lama. Namun, kehadiran

telepon pintar yang terhubung dengan
internet telah memungkinkan masyarakat
mem-viral-kan hal tersebut. Ketika video
maka instansi

viral yang bersangkutan

segera memberikan Uraian

berikut

perhatian.

akan memaparkan dua kasus
kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI
dan viral di media sosial.

Salah satu kasus yang menarik
perhatian publik adalah beredarnya video
pengendara mobil berpelat dinas yang
hendak menyalip mobil pribadi melalui bahu
jalan di sebelah kanan. Namun, pengemudi
mobil pribadi tersebut tidak memberikan
jalur untuk menyalip. Mobil berpelat dinas
itupun berpindah jalur dan mencoba
menyalip melalui sebelah kiri, membuka

kaca, dan menodongkan pistol ke arah

pengendara. Netizen merekam  kasus
tersebut. Akun indonesiadailynet lantas
mengunggahnya.  Aktor  penodongan

ternyata adalah prajurit TNI yang bertugas di
Kementerian Pertahanan. Layaknya “koboi”
dalam adegan film, video tersebut segera
viral dan menjadi trending topik. Media arus
utama tidak ketinggalan mengulas hal
melakukan

tersebut. ~ Kumparan.com

wawancara  terhadap  sosiolog  dari

Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie
Sujito. Dalam wawancara itu, Arie Sujito

(kumparanNews, 2022) mengemukakan
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bahwa negara harus melakukan
pendisiplinisasi lembaga. Hal ini agar aksi-
aksi koboi oleh oknum lembaga ataupun
aparat tidak terjadi lagi.

Dahnil

Kementerian

Anzar, perwakilan dari

Pertahanan  (Kemenhan),
meminta maaf atas peristiwa penodongan
pistol di Jalan Tol Jagorawi dengan pelaku
TNI RS.

Kemenhan memastikan bahwa pengemudi

diduga perwira berinisial
itu telah diproses sesuai hukum (Mabruroh
& Firmansyah, 2022). Puspom TNI telah
menahan tersebut

pelaku  penodongan

selama 20 hari. la ditahan sejak 21
September 2022 dalam rangka pemeriksaan
di Puspom TNI.

Video kekerasan lainnya adalah
pemukulan yang dilakukan oleh anggota
TNI terhadap penjaga keamanan gudang
Bali

(CNNIndonesia, 2022). Kepala Penerangan

Shopee, di daerah  Gianyar,
Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel
Totok,

kebenaran peristiwa pemukulan tersebut.

Kav  Antonius menjelaskan
Pemukulan terjadi karena berselisih paham
di antara keduanya. Anggota TNI tersebut
merasa dirugikan dan meminta penggantian
barang. Sebaliknya, petugas keamanan
menyatakan bahwa penggantian tidak dapat
dilakukan di gudang, tetapi di bagian lain.
Namun, anggota TNI bersikeras sehingga
terjadi

pemukulan. Kasus penganiayaan

tersebut sempat dilaporkan oleh korban ke

Polres  Gianyar.  Namun, keduanya
dimediasikan dan sepakat untuk damai.
Laporan pun dicabut. Meskipun demikian,
Puspom tetap memproses anggota TNI
berinisial NS tersebut secara hukum militer
(Ginta, 2022).
Meletakkan Sousveillance dalam
Demokrasi Digital di Indonesia

(2016)

bahwa studi-studi

Kneuer mengemukakan

mengenai  demokrasi
digital mengikuti pendekatan normatif atau
preskriptif. ~ Dalam  pendekatan ini,
kontribusi media digital dalam demokrasi
dilihat berdasarkan kontribusi positif atau
negatifnya bagi peningkatan kualitas
demokrasi digital. Di sisi lain, pendekatan
tekno-realistik melihat sebaliknya. Premis
pendekatan ini menyatakan bahwa teknologi
bukanlah kekuatan netral. Oleh karena itu,
kontribusi positif teknologi bagi demokrasi
dilihat

Pendekatan ini membawa pada pandangan

harus berdasarkan konteksnya.

bahwa kontribusi  teknologi  terhadap

demokrasi bersifat ambivalen. Teknologi
dapat memperbaiki,

tetapi juga dapat

memperburuk kualitas demokrasi.

Di Indonesia, kajian-kajian
mengenai  digital activism tampaknya
mendukung tesis kedua ini. Teknologi

digital dapat meningkatkan kualitas, tetapi
juga memperburuk demokrasi. Selain itu,

digital activism tidak selalu berhasil. Hal itu
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disebabkan oleh beragam faktor. Studi Lim
(2017) menyimpulkan jika aktivisme digital
akan mendorong perubahan politik jika
narasi, ikon, dan elemen simbolik memenuhi
unsur konsumsi budaya populer. Ini berarti
bahwa keberhasilan aktivisme digital
ditentukan oleh struktur budaya populer.
Penelitian Tapsell (2019) menyimpulkan
pentingnya digital activism dalam melawan
oligarki. Penelitian Nugroho dan Syarif
(2012) menunjukkan kontribusi aktivisme
digital dalam proses politik. Sebaliknya,
penelitian Masduki (2021) menunjukkan
menguatnya aktor-aktor di luar negara dalam
menekan jurnalisme kritis melalui doxing
dan buzzer untuk meng-counter narasi kritis
jurnalisme. Ini berakibat pada delegitimasi
media dan mengaburkan kebenaran yang
disampaikan jurnalis.

Internet juga telah memunculkan
apa yang
disebut sebagai ‘“cyber police” (Saputra,
2021), cybertroops (Masduki, 2022) ataupun
breidel
Peraturan
Informatika No. 5/2020.

Tanpa

suatu bentuk kontrol melalui

internet  seperti  diatur dalam

Menteri  Komunikasi  dan

menegasikan ~ masalah-

masalah demokrasi yang telah disebutkan
beberapa sarjana di atas, penelitian ini
meletakkan masalah demokrasi di Indonesia
terutama dalam  konteks partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas (Kadir et al.,
2021). terutama

Partisipasi  bermasalah

karena banyak kebijakan publik penting
tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat
kesulitan untuk
efektif

demokrasi sehingga justru menyumbangkan

sipil mengalami

berpartisipasi  secara dalam
kemunduran demokrasi (Salim, 2020). Di
sisi lain, kuatnya dominasi oligarki dalam
politik di

partisipasi

proses Indonesia membuat
politik masyarakat terlampau
kecil untuk mempengaruhi arah kebijakan
publik dan (Winters, 2014).

Undang-undang Cipta Kerja menjadi contoh

regulasi

paling menarik mengenai hal ini. Meskipun
penolakan terus disuarakan oleh masyarakat
sipil terhadap draf undang-undang ini, tetapi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap
mengesahkannya menjadi undang-undang.
Kasus yang sama terjadi pada KUHP.
Masyarakat sipil juga melakukan penolakan
atas rancangan
Hukum Pidana (KUHP), tetapi DPR tetap

mengesahkannya menjadi undang-undang.

Kitab Undang-undang

Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik
dalam merumuskan regulasi dan kebijakan
sangat rendah.
Transparansi  dan  akuntabilitas
menjadi masalah lainnya dalam demokrasi
di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
di Indonesia masih sangat rendah. Pada
2022,

mempublikasikan IPK Indonesia adalah 34

International Transparancy

poin dari skala 0-100. Semakin rendah poin

suatu negara, persepsi korupsinya berarti
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IPK

bawah rata-rata IPK

semakin buruk. Dengan poin 34,
Indonesia masih di
global sebesar 43 poin. Indonesia berada
pada peringkat 110 dunia untuk IPK.
Berdasarkan beberapa masalah di
atas, kasus-kasus yang dianalisis dalam
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
kehadiran media sosial berkontribusi positif
bagi demokrasi digital Indonesia, terutama
dalam melakukan pengawasan terhadap
kekuasaan. Sifat partisipatif, interkoneksi
dan jaringan media baru memungkinkan
citizen lebih aktif melakukan pengawasan
dari bawah (sousveillance). Dalam media
baru, telah

budaya partisipasi

bertransformasi menjadi
konektivitas (Van Dijck, 2013b) sehingga

memungkinkan partisipasi menjadi lebih

budaya

efektif karena mendorong gerakan sosial di
internet (virtual social movement).

Jika demokrasi dilihat sebagai suara
rakyat dalam pengertian suara terbanyak,
maka konektivitas sebagai sesuatu yang
diukur

menentukan popularitas seseorang dalam

dapat secara  kuantitas  dan
media sosial seperti Facebook, Instagram, X
(Twitter) dan media sosial lainnya haruslah
dilihat secara lebih positif. “Viralitas”
menentukan efektivitas tekanan terhadap
sistem dan pemegang kekuasaan, dan ini
ditentukan oleh jumlah yang direfleksikan
ke dalam berapa kali suatu pesan dibagikan

atau di-retwit.

Sousveillance yang dilakukan oleh
masyarakat atau netizen juga menunjukkan
arah pergeseran pengawasan di era media
lama (old media). Dalam demokrasi,

pengawasan diletakkan pada lembaga
legislatif dan media massa. Di negara-negara
demokrasi liberal, media massa berperan
sebagai  “watchdog” bagi kekuasaan
(Curran, 1989). Namun, monopoli ini telah
dipecahkan oleh para pengguna media baru
yang secara aktif melakukan pengawasan
terhadap penggunaan kekuasaan oleh
pejabat publik. Terlebih, ketika media massa
berjalin dengan kekuasaan politik untuk
menciptakan kekuasaan oligarki (Souisa,
2020; Tapsell, 2019)
pengawasan (watchdog) menjadi

efektif.

sehingga peran
tidak

Viralitas, Intensitas dan

Media

Interagenda

Dari beberapa kasus yang dianalisis
dalam penelitian ini, tampak bahwa respon
atas sebuah kasus pengawasan berbeda-
beda. Kasus Rachel Vennya menjadi yang
paling menarik perhatian publik. Ini karena
dilandasi dua alasan. Pertama, konteks
peristiwa terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi
masyarakat sedang menghadapi pandemi
Covid 19. Kebijakan pemerintah untuk
mobilitas

membatasi telah mendorong

peningkatan aktivitas warganet. Dalam

situasi semacam ini, pelanggaran akan sulit
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mendapatkan toleransi. Kedua, pelakunya
adalah selebgram. Artinya, mempunyai nilai
berita tinggi bagi media mainstream. Maka,
begitu pelanggaran terjadi dan pelanggaran
media

itu  disampaikan  warganet,

mainstream segera menyambar berita
tersebut. Ini segera menciptakan apa yang
sering disebut sebagai “interagenda media”
(McNair, 2011), yakni

media sosial dengan media mainstream. Di

antara platform

era media sosial saat ini, praktik-praktik
jurnalisme bagaimanapun telah mengalami
perubahan di mana media mainstream akan
lebih banyak merujuk pada apa yang terjadi
dan ramai di media sosial (Lu & Zhou, 2016;
Selnes & Orgeret, 2020).
Kasus yang

memberikan

dianalisis dalam

penelitian ini beberapa

pelajaran menarik bagi model baru
pengawasan dari bawah. Pertama, pelaku
sousveillance dapat siapa saja. Dalam kasus
Rachel Vennya, pelaku utama yang dapat
dianggap sebagai whistleblower adalah
individu yang mengaku sebagai petugas
penginput data. Namun, dalam kasus aksi
“koboi” TNI di

whistleblower-nya indonesiadailynet.

anggota jalan tol,
Dalam hal ini, pelakunya dapat disimpulkan
bukanlah

individu yang mengelola akun tersebut.

individu, tetapi sekelompok
Namun, intensitasnya tidak sebesar kasus
Rachel Vennya. Kedua, konteks dan pelaku

atas pelanggaran menentukan intensitas dan

besaran respon warganet. Dalam hal ini,
besarnya pengaruh pelaku pelanggar hukum
atau penyalahgunaan kekuasaan
menentukan intensitas dan besaran respon
warga negara, tokoh masyarakat, dan media-
media mainstream. Kasus Rachel Vennya
karena dianggap melukai keadilan artis-artis
lain menarik perhatian artis lainnya untuk
juga,
pelanggaran itu dilakukan dalam situasi

berkomentar.  Demikian karena
pandemi mematikan, maka memantik respon
yang lebih besar dari para pejabat publik,
tokoh  masyarakat, profesional  dan
akademisi.

Kelemahan penelitian ini adalah

kurangnya  menganalisis  kasus-kasus
sousveillance yang gagal. Oleh karena itu,
yang lebih

variatif kiranya perlu diinvestigasi lebih

kasus-kasus  sousveillance
lanjut. Sarana-sarana yang digunakan untuk
sousveillance juga mungkin menarik untuk
diinvestigasi karena faktor ini berkontribusi
bagi  keberhasilan  atau  kegagalan
sousveillance yang dilakukan oleh warga
negara.

Kelemahan lain penelitian ini adalah
analisis atas kasus tidak menggunaan
metode analisis big data, misalnya, dengan
menggunakan drone emprit. Jika penelitian
ini menggunakan analisis big data, maka
dan sousveillance

intensitas pola-pola

mungkin dapat dipetakan secara lebih baik.
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KESIMPULAN

Sousveillance yang menjadi pokok
bahasan dalam penelitian ini muncul karena
smarphone dan internet. Ini  telah
memungkinkan para pengguna untuk terlibat
aktif

terhadap penyelenggara pemerintahan di

dalam  melakukan  pengawasan
Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang
dianalisis dalam penelitian ini selama 2020-
2022,

(sousveillance) efektif dalam mendorong

pengawasan dari bawah
transparansi dan akuntabilitas. Sousveillance
yang dilakukan oleh netizen karenanya
menjadi alternatif dari terus menurunnya
demokrasi di Indonesia. Analisis kasus atas
penelitian ini mendukung pandangan yang
menyatakan  bahwa

teknologi  digital

memberikan  kontribusi  positif  bagi
demokrasi digital. Meskipun demikian, ini
tidak berarti bahwa dampak-dampak negatif
atas kehadiran media digital diabaikan.
Sebaliknya, setiap aktivisme digital dan
kontribusinya dalam mendorong demokrasi
dan perubahan harus dilihat berdasarkan
konteks tertentu. Ini akan membawa pada
hasil-hasil yang berbeda.
Kelemahan penelitian ini adalah
karena fokusnya pada kasus-kasus yang
Padahal,

sousveillance dalam mendorong perubahan

berhasil. ada banyak kasus

yang gagal dalam mendorong perubahan. Ini
dilakukan

sejauh mana konsep sousveillance dapat

semata untuk membuktikan

digunakan untuk menjelaskan fenomena
kontemporer dari aktivitas warganet dalam
melakukan pengawasan spontan terhadap
Penelitian  ini

aparat. menyarankan

pentingnya penelitian multikasus yang lebih

beragam  sehingga keberhasilan  dan
kegagalan  atas  sousveillance  dapat
dilakukan.  Beberapa  peneliti  telah

melakukan hal ini dalam kerangka digital
activism. Penggunaan analisis big data
barangkali perlu dikembangkan di masa

datang untuk memetakan bagaimana

sousveillance ini bekerja secara lebih baik.
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